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SINOPSIS 

Ruang terbuka hijau menjadi amanat untuk setiap kabupaten dan kota agar menyediakan 

ruang terbuka hijau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan dan ruang 

terbuka hijau menjadi paru-paru kota. Tingginya tingkat pembangunan di tengah kondisi 

pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan, ditambah dengan terjadinya cuaca ekstrem, 

harus menjadi tonggak awal melakukan upaya penyeimbangan melalui pengembangan pola pikir 

baru dan kebijakan inovatif mewujudkan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan atau akrab 

dikenal dengan sebutan Kota Hijau. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan akan 

dapat menimbulkan kurang siapnya masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga 

lingkungan menjadi kurang terawat. Masyarakat harus disiapkan untuk mengelola lingkungan 

dengan pembinaan dari pemerintah.Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun 

yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, 

kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan mewawancara 10 informan yang di anggap berkompeten untuk 

memberikan data. Adapun informan tersebut diantara nya ialah Kepala Badan Lingkungan 

Hidup, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Keindahan, 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, masyarakat, mahasiswa, 

pengelola hotel ibis, pengelola hotel mutiara, pengelola pop hotel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang tata ruang Tuntutan atau desakan yang 

diajukan oleh masyarakat yakni adanya ruang terbuka hijau dikawasan Malioboro. Tuntutan ini 

berasal dari masyarakat, para wisatawan, pengelola hotel dan mahasiswa. Agar Pemerintah 

berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap ruang terbuka hijau 

di Kota Yogyakarta dapat terlaksana. Perencanaan tata ruang : Proses pelaksanaan ruang terbuka 

hijau dilakukan dengan merencanakan pembangunan ruang ruang terbuka hijau di kawasan 

Malioboro. Lahan yang sempit dimaksimalkan agar dapat tercipta ruang terbuka hijau  dengan 

menerapkan roof garden di setiap pertokoan di kawasan Malioboro. Penyediaan tata ruang :  

Pernyataan kebijakan dari pemerintah kota pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 bagian 

kesatu ruang terbuka hijau kota pasal 77 ayat 6 yang isinya menyatakan bahwa ruang terbuka 

hijau direncanakan 20 % dari luas wilayah administrasi daerah. Kemudian pada pasal 80 tentang 

jaringan pejalan kaki ayat 2, jalan malioboro di arahkan untuk area khusus pejalan kaki 

(pedestrian). Terciptanya tata ruang : Keluaran kebijakan pemerintah dengan menetapkan ruang 

terbuka hijau dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat dengan menetapkan ruang terbuka 

hijau seperti roof garden disetiap pertokoan di kawasan malioboro.  

 

 

 

Kata Kunci  : Kebijakan Pemerintah, Penataan Ruang Terbuka Hijau.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ruang terbuka hijau menjadi amanat untuk setiap kabupaten dan kota agar 

menyediakan ruang terbuka hijau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

perkotaan dan ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota. Tingginya tingkat pembangunan 

di tengah kondisi pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan, ditambah dengan 

terjadinya cuaca ekstrem, harus menjadi tonggak awal melakukan upaya penyeimbangan 

melalui pengembangan pola pikir baru dan kebijakan inovatif mewujudkan kota yang ramah 

lingkungan, berkelanjutan atau akrab dikenal dengan sebutan Kota Hijau. Kurangnya 

perhatian masyarakat terhadap lingkungan akan dapat menimbulkan kurang siapnya 

masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang terawat. 

Masyarakat harus disiapkan untuk mengelola lingkungan dengan pembinaan dari 

pemerintah.Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu 

kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, 

Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. 

Menurut Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2010 pada pasal 77 Ruang terbuka hijau di 

Kota Yogyakarta terdiri dari : 

1). Taman kota meliputi Taman Senopati, Kotabaru, Demangan, Abubakar Ali dan lainnya;  

2). Kebun binatang yaitu Kebun Binatang Gembiraloka;  

3). Pemakaman umum, meliputi Pakuncen, Gedongkiwo, Taman Makam Pahlawan 

Kusumanegara dan lainnya;  

4). Lapangan olah raga meliputi, Mandalakrida, Kotagede, Mantrijeron dan lainnya;  



2 
 

5). Lapangan upacara, meliputi lapangan Gedung Agung, Lapangan Balaikota dan lainnya;  

6). Sempadan sungai sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong;  

7). Jalur hijau meliputi Jalan Magelang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Cik Ditiro, Jalan 

Suroto dan lainnya;  

8). Taman lingkungan perumahan dan permukiman ;  

9). Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial  

Pentingnya strategi untuk menangani permasalahan ruang terbuka hijau sebagai paru-

paru kota. Kota Yogyakarta masih belum mengoptimalkan strategi dengan keadaan yang ada 

di dalam masyarakat sehingga kontrol terhadap kebijakan yang telah diambil menjadi tidak 

tepat sasaran. Keberadaan ruang publik di Kota Yogyakarta dianggap kritis. Pemerintah Kota 

diminta segera melakukan tindakan sebelum muncul persoalan lebih besar, termasuk 

ancaman sosial yang bisa sangat serius. Akibat minimnya ruang publik telah memunculkan 

sejumlah ekses. Beberapa tempat yang bukan tempat publik justru digunakan masyarakat. 

Bahkan sebagian digunakan untuk tempat mesum. Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui 

kesulitan membuka taman kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial 

karena keterbatasan lahan. Hingga 2011, Bapeda Kota Yogyakarta telah membuka lima 

public space di sepanjang Sungai Winongo. Tapi belum seluruhnya dapat berjalan optimal 

karena butuh kesiapan warga setempat. Tahun ini,rencananya tiga titik kawasan akan kembali 

difasilitasi.  

 Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat 

dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam 

berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa 

lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ada 

juga yang berupa area terbuka terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah, area yang 
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dibuat khusus untuk keperluan tertentu seperti parkir, balai pertemuan dan sebagainya. Ruang 

terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, 

tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di 

samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan (Hidayah, 2012). RTH dapat 

dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di 

perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan 

kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang komplek, 

pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang, baik dalam 

tingkat RT, RW, desa, kecamatan dan bahkan sampai tingkat nasional. Dalam setiap tingkat 

kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase jumlah ruang 

terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya. 

Mantan WaliKota Yogyakarta, Herry Zudianto, pada tahun 2011 telah 

menandatangani piagam komitmen kota hijau bersama 59 kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan 

lingkungan hidup. Kriteria kota hijau dalam UU nomor 2 tahun 2010 harus memenuhi 

minimal 30 persen (20 persen untuk ruang terbuka publik dan 10 persen untuk ruang terbuka 

privat) dari luas kota/kabupaten untuk ruang hijau. Kota Yogyakarta telah memenuhi minimal 

30 persen dari luas kota untuk ruang hijau yaitu 31,65 persen. Namun dari 31,65 persen 

tersebut ternyata untuk porsi ruang hijau publik masih belum memenuhi syarat yakni 17,17 

persen sedangkan untuk porsi ruang hijau privat telah melampaui batas minimal yang telah 

ditentukan dalam UU nomor 2 tahun 2010 yaitu 14,48 persen.  

Kota hijau menjadi komitmen bersama agar permasalahan tentang lingkungan yang 

hijau dapat teratasi. Kebutuhan akan lingkungan yang nyaman dan aman serta asri menjadi 

harapan setiap kota di Indonesia dengan adanya program kota hijau. Inilah yang menjadi 

landasan setiap kota maupun masyarakatnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
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lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan asri. Kota 

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mendatangani komitmen kota hijau tersebut 

harus dapat melakukan upaya agar dapat menyandang sebagai kota hijau. Namun, 

pelaksanaan pembangunan kota hijau ini, pemerintah Kota Yogyakarta tidak 

mengesampingkan “Segoro Amarto” sebagai ujung tombak pelaksanaan ini.  

Berbagai kalangan di masyarakat Kota Yogyakarta yang peduli terhadap kondisi 

lingkungan sekitar mulai menata lingkungannya. Penataan lingkungan hidup yang dilakukan 

oleh masyarakat Kota Yogyakarta ini sangat beragam, mulai dari tata ruang taman, tata ruang 

jalur hijau, dan sebagainya. inovasi-inovasi yang dilakukan masyarakat Kota Yogyakarta 

memang dapat menginsprasi dan membantu pelaksanaan program pemerintah tentang kota 

hijau. Namun dari sekian penduduk yang peduli terhadap lingkungan masih terdapat 

masyarakat yang kurang atau tidak peduli terhadap lingkungan. Hal ini harus di dorong untuk 

melanjutkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar oleh masyarakat dan Pemerintah Kota 

Yogyakarta.  Pemerintah Kota Yogyakarta harus merencanakan strategi agar dapat mencapai 

target kota hijau. Upaya mewujudkannya, tentu saja memerlukan perencanaan strategi yang 

harus dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berbasis Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tentang 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2012-2029.  

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) menjadi bahan pertimbangan untuk 

menentukan rencana/strategi yang akan diambil dan dilaksanakan untuk dapat mencapai 

target kota hijau dan menata lingkungan agar lebih baik. KLHS merupakan salah satu 

pedoman dalam menentukan atau membuat RTRW agar mengedepankan pada aspek 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.  
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Permasalahan di Kota Yogyakarta memiliki sifat yang kompleks dan perlu 

penanganan yang cukup serius dan sangat hati-hati. Peran dari berbagai kalangan seperti 

lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah (ornop), maupun masyarakat sangat 

dibutuhkan sehingga ketercapaian terhadap tujuan akan lebih mudah. permasalahan-

permasalahan yang dipaparkan diatas merupakan sebagian dari berbagai permasalahan yang 

ada di Kota Yogyakarta maupun kota/kabupaten seluruh Indonesia. Strategi menangani 

permasalahan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan 

permasalahan lain. Kebijakan yang  ditetapkan oleh pemerintah  berperan sebagai  perancang, 

pengambil, pengimplementasi dan pengevaluasi keputusan strategi dalam bidang lingkungan 

hidup memiliki peranan yang sangat penting untuk menyukseskan keputusan yang telah 

diambil.  

Permasalahan lingkungan disini seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik 

maupun privat, taman kota, jalur hijau, dsb merupakan permasalahan lingkungan yang sangat 

tergantung pada kesadaran seluruh kehidupan dunia terutama manusia. Pemerintah Kota 

Yogyakarta sebagai pengambil keputusan harus dapat menyelesaikan permasalahan 

lingkungan ini secara langsung maupun bertahap sesuai dengan kondisi yang ada di 

masyarakat Kota Yogyakarta. 

Kota merupakan daerah yang memiliki mobilitas yang tinggi. Daerah perkotaan 

menjadi pusat dalam setiap daerah. Ketersediaan akses sangat mudah didapatkan di daerah 

perkotaan. Kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan 

sendirinya juga mempunyai warna tertentu atas kegiatan-kegiatan tersebut. Suatu penonjolan 

kegiatan atau warna tertentu seringkali terlihat dengan jelas seperti Kota Yogyakarta. Kota 

Yogyakarta memiliki kegiatan atau warna yang khas terutama budayanya, selain itu Kota 

Yogyakarta juga memiliki berbagai julukan seperti kota pendidikan, kota pariwisata, namun 
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Kota Yogyakarta seperti kota-kota lain di Indonesia juga memiliki permasalahan yang sangat 

kompleks.  

Permasalahan di kota, seperti masalah sampah, ruang terbuka hijau, penduduk, dan 

polusi merupakan permasalahan publik yang segera dicarikan solusi agar dapat 

meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu kota di Indonesia 

yang memiliki permasalahan seperti diatas adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta 

memiliki permasalahan publik yang menuntut pemerintah kota untuk segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut saling berkaitan, namun sebagai induk 

permasalahan ini adalah lingkungan hidup karena yang mendasari seluruh  ekosistem yang 

ada di wilayah perkotaan. Permasalahan sampah di kota memang sangat kompleks sehingga 

membutuhkan pendekatan yang lebih untuk memecahkan masalah tersebut. 

Penduduk kota yang semakin banyak akan mengakibatkan lahan perkotaan akan 

beralih fungsi menjadi tempat padat pemukiman, perkantoran, dan lain-lain daripada untuk 

ruang terbuka hijau. Hal ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup perkotaan. 

Sekarang ini Kota Yogyakarta menjalankan fungsinya yaitu sebagai tempat pelayanan, 

ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya sesuai dengan latar belakang Kota 

Yogyakarta. Gedung perkantoran, perumahan, hotel, dan sebagainya mewarnai Kota 

Yogyakarta dan permasalahannya. Adanya pembangunan perkantoran, pemukiman, hotel ini 

akan berdampak pada lingkungan hidup Kota Yogyakarta. Ruang terbuka untuk masyarakat 

kota saling berinteraksi, melakukan kegiatan/aktivitas bersama, tempat untuk melepas 

kepenatan, dan lain-lain menjadi sempit dan kurang mendapat perhatian yang pasti. Ruang-

ruang terbuka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai hal, ruang terbuka hijau 

salah satunya yang sangat langka untuk wilayah perkotaan, namun di Kota Yogyakarta ruang 

terbuka hijau terutama untuk publik masih sedikit sehingga masih perlu upaya penambahan 

ruang-ruang terbuka hijau publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta.  
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Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meminta hotel yang akan didirikan di wilayah 

Yogyakarta menyisakan lahan untuk penghijauan. Selama ini penghijauan yang dilakukan 

hotel-hotel dinilai belum optimal. Hotel di Yogyakarta banyak yang tidak menyisakan lahan 

untuk penghijauan. Suwarto mengatakan bahwa tidak adanya lahan penghijauan tersebut 

disebabkan karena banyak hotel memaksimalkan lahannya untuk pembangunan. Harapan 

adanya pengawasan izin pendirian hotel oleh dinas terkait dan mendesak hotel-hotel untuk 

menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Alih fungsi lahan di wilayah Yogyakarta 

mayoritas untuk pendirian hotel. Bila hotel-hotel tidak mengimbangi dengan penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau, dikhawatirkan tidak ada keseimbangan lingkungan di Yogyakarta.  

Hal ini jelas bahwa peran pemerintah dalam mengontrol pembangunan berkelanjutan 

di Kota Yogyakarta masih belum optimal. Telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

tahun 2010 tentang penyediaan ruang terbuka hijau privat yang mana telah dijelaskan 

mengenai pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian namun belum berjalan secara 

optimal. Lahan menjadi permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau karena lahan di 

Kota Yogyakarta telah banyak yang difungsikan menjadi bangunan keras dengan sedikit atau 

bahkan tidak menyediakan untuk penghijauan. Apabila ini terus terjadi maka lingkungan 

hidup di Kota Yogyakarta semakin minim terutama ruang terbuka hijau. Kesadaran 

masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup juga masih minim. Kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan hidup di sekitarnya akan mengurangi fungsi lingkungan 

hidup sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.  

Penataan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terutama ruang terbuka hijau juga 

masih belum optimal karena berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti lahan 

untuk ruang terbuka hijau dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga untuk 

menyelesaikan permasalahan ini harus secara keseluruhan dan mengakar. Kondisi ruang 

publik di Kota Yogyakarta masih jauh dari kata ideal, karena ada yang berdiri di atas trotoar 
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atau di atas jembatan karena pemerintah belum memiliki kebijakan pemenuhan fasilitas untuk 

publik yang menyasar pada masyarakat level perkampungan. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kebijakan Pemerintah  dalam penataan ruang terbuka hijau di kawasan 

malioboro Kota Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam 

penataan ruang terbuka hijau di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Dinas Rencana Tata Ruang Kota Wilayah  

Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota 

Yogayakarta untuk menentukan langkah kebijakan dalam penataan ruang terbuka 

hijau di Kota Yogyakarta. 

E. Kerangka Teori 

1. Konsep kebijakan  

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji 

terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar 

dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); 

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 
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